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KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas
rahmat dan karunia Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun
2024 seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas
kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam
perspektif yang lebih luas, serta sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Purwakarta disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama kurun
waktu Tahun Anggaran 2024 dan merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program serta
kegiatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Rencana
Strategis (Renstra), dengan menampilkan kinerja yang diukur dari
pencapaian Kinerja misi, sasaran, program dan kegiatan yang
dilakukan péda tahun 2024. Adapun indikator pengukuran
pencapaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada indikator
kinerja input, output dan outcome yang-telah ditetapkan dan

direalisasikan per tahun.




Akhirnya kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada Tim
Penyusun yang telah menyelesaikan penyusunan LAKIP Dinas
Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun

2024, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang

memerlukannya.

Purwakarta, |8 Februari 2025

Plt. KEPALA
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi tuntutan publik berupa adanya
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara, maka diperlukan pemerintahan yang baik (good
governance) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan Peraturan PresidenRepublik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkankepada setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta kewenangan pengelolaan sumber dayadan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkanperencanaan strategik yang
telah dirumuskan sebelumnya.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan
dari atasan masing-masing kepada lembaga-lembga pengawasan
dan penilai akuntabilitas yang berwenang dilakukan melalui
sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus
dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah
merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah yang memuat informasi capaian dan hambatan

pelaksanaan rencana kerja.




Pada dasarnya LAKIP merupakan laporan yang memberikan
penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama
Tahun 2024. Capaian Kinerja (Performance Results) Tahun 2024
tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance
Agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Kinerja
Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian Kkinerja terhadap
rencana Kkinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya
sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di
masa datang.

Pengukuran Kkinerja dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja pada level sasaran. Dimana Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Purwakarta terdiri dari : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan
Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Sedangkan
Indikator Sasaran yang diukur kinerjanya terdiri dari : Capaian
Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat; Indeks
Desa Membangun.

Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan, Indikator
Sasaran Strategis Capaian Sakip Perangkat Daerah telah melebihi
target, yaitu sebesar 112.5%. Indikator Sasaran Strategis Indeks
Kepuasan Masyarakat telah sesuai target, yaitu sebesar 100%.
Terakhir, Indikator Sasaran Strategis Indeks Desa Membangun,

juga telah sesuai target, yaitu sebesar 100%.
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Penyerapan anggaran Belanja Langsung Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada APBD Perubahan
Tahun 2024 mencapai sebesar Rp18.648.089.283,00 atau
89.15% dari total anggaran yang dialokasikan yaitu
Rp20.915.340.178,00. Realisasi anggaran untuk
program/kegiatan teknis pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai sebesar
Rp8.792.046.291,00 atau 91% dari anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp9.623.818.915,00. Sedangkan
Realisasi untuk Program/Kegiatan Non Teknis atau
Program/Kegiatan Pelaksanaan Kesekretariatan di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Purwakarta mencapai sebesar Rp9.856.042.992,00 atau 87%
dari anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar
Rp11.291.521.261,00.

Permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan harus mendapat
perhatian untuk kemudian diperbaiki pada Tahun Anggaran 2025,
hendaknya digunakan sebagai motivasi bagi seluruh jajaran
aparatur DPMD Kabupaten Purwakarta guna meningkatkan
kinerja di masa yang akandatang dalam rangka pencapaian
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.
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DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator  Kinerja Utama
Purwakarta Tahun 2024

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

3. SOTK DPMD Kabupaten Purwakarta

D D BU PATEN P URWARTA TAHUN 2024

(IKU) DPMD Kabupaten




Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa
Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk
menyusun Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban
mengenai Kkinerja satuan Kkerja perangkat daerah serta
Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan
yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka untuk memenuhi amanat Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, DPMD Kabupaten
Purwakarta telah menyusun suatu pertanggungjawaban
kinerja yang dituangkan dalam bentuk LAKIP DPMD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang diharapkan dapat
memberikan informasi mengenai kinerja DPMD Kabupaten
Purwakarta kepada Bupati, dan pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, mengacu
kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026, yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, Rencana
Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta, yang merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024, Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2024 sebagai salah satu dasar dalam penyusunan

Rancangan Anggaran




1.2,

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas

Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

Tahun 2024 mengacu kepada :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang
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Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor
11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerabh,;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka




1.3.
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Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-
2025;

17.Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

19.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

21.Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan
masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun
2024-2026.

22.Peraturan Bupati Purwakarta No. 38 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Pembrdayaan Masyarakat dan Desa.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Susunan
Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupate Purwakarta terdiri dari atas :




a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
dan

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas :

1. Kelompok Sub-subtansi Tata Pemerintahan Desa;

2. Kelompok Sub-subtansi Administrasi dan Perangkat
Desa; dan

3. Kelompok Sub-subtansi Pendapatan dan Kekayaan
Desa.

d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa,
terdiri atas :

1. Kelompok Sub-subtansi Penguatan Kelembagaan
Masyarakat Desa/Kelurahan;

2. Kelompok  Sub-subtansi Pengembangan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi
Tepat Guna;dan
3. Kelompok Sub-subtnasi Sarana dan Prasarana Desa.
e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, terdiri
atas :

1. Kelompok Sub-subtansi Lembaga Usaha Ekonomi
Desa;

2. Kelompok Sub-subtansi Pemasaran Usaha Ekonomi
Desa; dan

3. Kelompok Sub-subtansi Pengembangan Modal Usaha
Ekonomi Desa.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah  Kabupaten

Purwakarta :




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS!I SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA
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1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa KabupatenPurwakarta

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu perangkat daerah
yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan
bertanggungjawab atas urusan Pemerintah Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana
diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi urusan
Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah , dimana secara implementatif
diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Purwakarta, mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
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Desa;

b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan
Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa; |

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat |
dan Desa;

d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

lingkup tugas dan fungsinya.

1.5. Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)

Aspek Strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPMD Kabupaten
Purwakarta sebagai komponen dalam meningkatkan Kinerja
program dan kegiatannya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
melalui Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis sesuai kebutuhan.

2. Meningkatkan pembangunan wilayah pedesaan melalui
peningkatan partisipasi masyarakat.

3. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan
melalui pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dengan
pemanfaatan SDA berbasis TTG.

4. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan
Pengelolaan keuangan desa yang baik melalui Pembinaan,
Sosialisasi, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis yang berbasis

teknologi informasi.
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1.6. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) disusun melalui sejumlah tahapan, meliputi :
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Bab [ Pendahuluan
Bab II Perencanaan Kinerja
Bab IlI Akuntabilitas Kinerja
111.1 Capaian Kinerja Organisasi
111.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan
oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.
Didalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian
kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan.
Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan
agenda penyusunan rencana pembangunan tahunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin
diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota
satuan organisasi/kerja untuk pencapaian dalam tahun tertentu.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang
telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2024 telah dirumuskan dan
merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan dan memberikan
gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun
2024. Kegiatan yang ditetapkan mengacu kepada program-
program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam
RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan
dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Tahun 2024 menguraikan sasaran yang
hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang
telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kinerja
Tahun 2024 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang
telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis

merupakan acuan untuk mengukur keberhasﬂan orgamsa51
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dalam upaya pencapaian visi dan misi.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024-2026, bahwa Visi Pembangunan

Kabupaten Purwakarta yaitu :
"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta
yaitu : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial; Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik, Bersih dan Profesional; Mewujudkan Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan
Lingkungan yang Berkelanjutan; dan Mewujudkan Perekonomian
Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagai Unsur Penunjang yang
melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa memiliki peranan dalam pencapaian Misi Kelima yaitu
“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang
Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian
Terhadap Masyarakat”.

Dalam rangka melaksanakan dan mendukung pencapaian visi
dan misi pembangunan, khususnya misi kelima, maka Tujuan
dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah

sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024-2026

TUJUAN

1. Mewujudkan Tata | 1. Capaian  Sakip | Predikat B BB BB BB BB
Kelola Perangkat
Pemerintahan yang Daerah
Baik, Bersih, Efektif | 2. Indeks Kepuasan | Predikat Baik | Baik | Baik | Baik | Baik
dan Akuntabel Masyarakat

2. Meningkatkan tata | 3. Indeks Desa | Nilai/Point | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju
kelola Membangun
pemerintahan,

pemberdayaan dan
kelembagaan

masyarakat dalam
pembangunan desa

'SASARAN

1. Meningkatnya 1. Capaian Sakip | Predikat B BB BB BB BB
Akuntabitas  Publik Perangkat Daerah
dan Kepuasan | 2. Indeks Kepuasan | Predikat Baik | Baik | Baik | Baik | Baik
Masyarakat terhadap Masyarakat
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah

2.Meningkatnya tertib | 3. Indeks Desa | Nilai/Point | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju
administrasi Membangun

pemerintahan  dan
Partisipasi

Masyarakat dalam
Pembangunan Desa

Sumber ;: Renstra DPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

2.2. Rencana Kinerja Tahunan
Dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahunnya, maka

T —————— e ______]
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perlu ditunjang oleh Program dan Kegiatan yang harus
dilaksanakan agar Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dalam pencapaian target tujuan dan sasarannya dapat

tercapai. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada
Tahun 2024 adalah sebagai berikut :




Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2024
PROGRAM/ SUB
KEGIATAN KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat | 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Daerah
5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Administrasi Barang Milik Daerah | 6 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah
iAdministrasi Kepagawaian 7 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan
Perangakt Daerah Kelengkapannya
8 | Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat 9 | Penyediaan Komponen Instalasi
Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
14 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Pengadaan Barang Milik Dareah 15 | Pengadaan Mebel
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan| 18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pemerintah Daerah
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Y
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PROGRAM/ SUB
KEGIATAN KEGIATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Penunjang Urusan Pemerintah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
Daerah Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22 | Pemeliharaan Mebel
23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
I1 PROGRAM PENATAAN DESA
8 Penyelenggaraan Penataan Desa | 25 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa
26 | Fasilitasi Penataan dan Kewenangan Desa
27 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota|
28 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
III PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA DESA
9 [Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 29 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam
Kabupaten/Kota
30 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam
Kabupaten/Kota
31 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
IV [PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
10 [Pembinaan dan Pengawasan 32 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
33 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Desa
34 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Desa
35 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
36 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
37 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
38 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
39 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga
Kerjasama Antar Desa
40 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa
41 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa
42 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
43 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

|
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PROGRAM/ SUB
KEGIATAN
KEGIATAN
44 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
45 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
46 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
47 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
48 | Pelakasanaan Penugasan Urusan/Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Oleh Desa
49 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa
dan Kelurahan
V | PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
11 | Pemberdayaan Lembaga 50 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan

Kemasyarakatan yangBergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

51

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

52

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,
dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

53

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan pendapatan Asli Desa

54

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna

55

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

56

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Tahun 2024, terdapat 2 (Dua) Tujuan dan 2 (Dua)

Sasaran dengan 3 (Tiga)

Indikator. Sedangkan Program

Pencapaian Tujuan dan Sasaran terdapat 5 (Lima) Program yang

terdiri dari 4 (Empat) Program Teknis dan 1 (Satu) Program Non
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Teknis, dengan total anggaran sebesar Rp 20.292.519.871,00.
Berikut adalah Tabel Perjanjian Kinerja DPMD dan Rincian
Rencana Program di DPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR | SATUAN | TARGET
1 2 3 4
1 | Meningkatnya Capaian Sakip Predikat BB
Akuntabitas Publik Perngkat Daerah
dan Kepuasan
Masyarakat terhadap Indeks Kepuasan Predikat Baik
Penyelenggaraan Masyarakat
Pemerintahan Daerah
2 | Meningkatnya Tertib Indeks Desa Nilai/ Maju
Administrasi Membangun Point
Pemerintahan dan
Partisipasi

Masyarakat dalam

Pembangunan Desa
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ANGGARAN

NO. PROGRAM (Rp) KETERANGAN

1 2 3 4

1 Program Penunjang Urusan 10.956.492.371 | APBD Kabupaten
Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota

2 Program Penataan 225.000.000 | APBD Kabupaten
Desa

3 Program Peningkatan Kerjasama 3.700.000.000 | APBD Kabupaten
Desa

4 Program Adiministrasi 2.061.987.500 | APBD Kabupaten
Pemerintahan Desa

5 | Program Pemberdayaan Lembaga 3.349.040.000 | APBD Kabupaten

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat

Sumber : Penetapan Kinerja (TAPKIN) DPMD Kab. Purwakarta Tahun 2024




2.4. Rencana Penganggaran
Rencana Penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Tahun 2024 mencapai sebesar Rp20.292.519.871,00 yang
terdiri dari 5 (Lima) Program terdiri dari 4 (empat) Program
Teknis dan 1(Satu) Program Non Teknis dengan 56 (Lima puluh

enam ) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran DPMD Tahun 2024
pROGRAM T T 7seB [ paGu
i i L KEGIA’!‘AN ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 20 292 519 871
[ ll:glggl?l]AAl\gG 10.956.492.371
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 | Perencanaan, 1 | Penyusunan Dokumen 16.081.900
Penganggaran Dan Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja
Daerah
2 | Koordinasi dan Penyusunan 10.059.600

Laporan Capaian Kinerja dan
lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 | Evaluasi Kinerja Perangkat 10.563.400
Daerah
2 | Administrasi 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan 4.915.252.462
Keuangan Perangkat ASN
Daerah
5 | Koordinasi dan Penyusunan 10.000.000
Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 | Administrasi Barang 6 | Rekonsiliasi dan Penyusunan 18.700.000
Milik Daerah Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
4 | Administrasi 7 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 50.160.000
Kepegawaian Atribut dan Kelengkapannya
Perangkat Daerah
8 | Pendidikan dan Pelatihan 37.500.000
Pegawai Berdasarakan Tugas dan
Fungsi
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Administrasi Umum

Penyediaan Komponen Instalasi

50.000.000

Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 | Penyediaan Peralatan Rumah 50.000.000
Tangga
11 | Penyediaan Bahan Logistik 228.948.905
' Kantor
12 | Penyediaan Barang Cetakan dan 85.008.000
Penggandaan
13 | Penyelenggaraan Rapat 296.809.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14 | Dukungan Pelaksanaan Sistem 37.500.000
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Pengadaan Barang 15 | Pengadaan Mebel 100.000.000
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana 206.183.000
Gedung Kantor atau Banguan
Lainnya
17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana 195.560.000
Pendukung Gedung Kantor atau
Banguan Lainnya
Penyediaan Jasa 18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 465.600.000
Daya Air dan Listrik
20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 3.773.466.104
Kantor
Pemeliharaan 20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 136.100.000
Barang Milik Daerah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Penunjang Urusan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Pemerintah Daerah Dinas Jabatan
21 | Pemeliharaan Mebel 10.000.000
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | 200.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 50.000.000

Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
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~ PROGRAM .

II | PROGRAM PENATAAN

DESA

1.350.000.000

9 | Penyelenggaraan 24 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa 50.000.000
Penataan Desa

25 Fasilitasi Penataan dan 50.000.000
Kewenangan Desa

26 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan 50.000.000
Masyarakat Hukum Adat dan
Desa Adat Kewenangan
Kabupaten/Kota

27 Fasilitasi Sarana dan Prasarana 75.000.000

Desa

III | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

3.700.000.000

10 | Fasilitasi Kerjasama
Antar Desa

28

Fasilitasi Kerjasama Antar
Desa dalam
Kabupaten/Kota

100.000.000

29

Fasilitasi Kerjasama Dengan
Pihak Ketiga dalam
Kabupaten/Kota

100.000.000

30

Fasilitasi Pembangunan
Kawasan Pedesaan

3.500.000.000

[V | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

2.061.987.500

11 | Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi Desa

31

Fasilitasi Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa

150.000.000

32

Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Desa

30.000.000

33

Fasilitasi
Perencanaan
Pembangunan Desa

Penyusunan

100.000.000

34

Fasilitasi
Keuangan Desa

Pengelolaan

150.000.000

35

Pembinaan Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa

150.000.000

36

Fasilitasi Penyelenggaraan
Musyawarah Desa

30.000.000

37

Evaluasi dan Pengawasan
Peraturan Desa

30.000.000
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38 | Pembinaan dan Pemberdayaan 387.500.000
BUM Desa dan Lembaga
Kerjasama Antar Desa
39 | Penyelenggaraan Pemilihan, 30.000.000
Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa
40 | Fasilitasi Pengangkatan dan 30.000.000
Pemberhentian Kepala Desa
41 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 100.000.000
42 | Fasilitasi Manajemen 87.500.000
Pemerintahan Desa
43 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 150.000.000
44 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas 150.000.000
Anggota BPD
45 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan 173.825.000
Batas Desa
46 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala 30.000.000
Desa
47 | Pelaksanaan Penugasan 83.162.500
Urusan/Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
Oleh Desa
48 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan 200.000.000
Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan
V | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 3.349.040.000
LEMBAGA ADAT DAN HUKUM ADAT
12 | Pemberdayaan 49 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan 100.000.000
Lembaga dan Pendayagunaan Kelembagaan
Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Bidang Posyandu, LPM, Karang Taruna),
Pemberdayaan Desa Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
dan Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat
Tingkat Daerah '
Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adatyang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
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" PROGRAM

Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,
Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat

150.000.000

51

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat

50.000.000

52

Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan pendapatan Asli
Desa

250.000.000

53

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna

250.000.000

54

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat

250.000.000

55

Fasilitasi Tim Penggerak PKK
dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

2.500.000.000

Sumber : Rencana Kerja Dinas PMD Kab. Purwakarta Tahun 2024
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Pada tahun 2024 Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Purwakarta banyak yang mengalami
perubahan anggaran dan merubah rincian objek belanja atau
rincian kode rekening. Banyak sub Kegiatan yang mengalami
perubahan angka dan perubahan rincian belanja hal ini dilakukan
dalam rangka penyempurnaan rincian objek belanja dan rincian

belanja.

Alokasi Belanja Langsung yang semula dianggarkan sebesar
Rp20.292.519.871,00 mengalami perubahan dari menjadi sebesar
Rp20.915.340.176,00. Berikut adalah Tabel Rincian Program dan
Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purwakarta Pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 :




Tabel 2.5

Program, Kegiatan dan Anggaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Anggaran Perubahan Tahun 2024

PROGRAM

- PAGU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

20.915.340.176

[ | PROGRAM 11.291.521.261
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 | Perencanaan, 1 | Penyusunan Dokumen 16.081.900
Penganggaran Dan Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja
Daerah
2 | Koordinasi dan Penyusunan 10.059.600
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 | Evaluasi Kinerja Perangkat 110.463.400
Daerah
2 | Administrasi 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan 5.010.252.462
Keuangan Perangkat ASN
Daerah
5 | Koordinasi dan Penyusunan 10.000.000
Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 | Administrasi Barang 6 | Rekonsiliasi dan Penyusunan 18.700.000
Milik Daerah Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
4 | Administrasi 7 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 55.000.000
Kepegawaian Atribut dan Kelengkapannya
Perangkat Daerah
8 | Pendidikan dan Pelatihan 37.500.000
Pegawai Berdasarakan Tugas dan
Fungsi
5 | Administrasi Umum 9 | Penyediaan Komponen Instalasi 50.000.000
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 | Penyediaan Peralatan Rumah 50.000.000
Tangga
11 | Penyediaan Bahan Logistik 202.022.195
Kantor
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~ PROGRAM

12

Penyediaan Barang Cetakan dan

85.008.000

Penggandaan
13 | Penyelenggaraan Rapat 215.409.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14 | Dukungan Pelaksanaan Sistem 37.500.000
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
6 | Pengadaan Barang 15 | Pengadaan Kendaraan Dinas atau 71.400.000
Milik Daerah Lapangan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
16 | Pengadaan Mebel 95.542.000
17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana 174.809.000
Gedung Kantor atau Banguan
Lainnya
18 | Pengadaan Sarana dan Prasarana 196.693.500
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
7 | Penyediaan Jasa 19 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
20 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 465.600.000
Daya Air dan Listrik
21 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 3.773.466.104
Kantor
8 | Pemeliharaan 22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 161.090.700
Barang Milik Daerah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Penunjang Urusan Perorangan Dinasatau Kendaraan
Pemerintah Daerah Dinas Jabatan
23 | Pemeliharaan Mebel 10.000.000
24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 380.923.400
Kantor dan Bangunan Lainnya
25 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 50.000.000
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
IT | PROGRAM 60.160.000
PENATAAN DESA
9 | Penyelenggaraan 26 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 60.160.000
Penataan Desa :
H1 | PROGRAM 125.000.000
PENINGKATAN

KERJASAMA DESA




10 | Fasilitasi Kerjasama 27 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa 100.()70(5.6007

Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
28 | Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak 100.000.000
Ketiga dalam Kabupaten/Kota
29 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan 4.064.403.315
Pedesaan
IV | PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
DESA
11 | Pembinaan dan 30 | Fasilitasi Penyelenggaraan 150.000.000
Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan
Administrasi Desa
31 | Fasilitasi Penyusunan Produk 30.000.000
Hukum Desa
32 | Fasilitasi Penyusunan 69.196.600
Perencanaan Pembangunan Desa
33 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 150.000.000
Desa
34 | Pembinaan Peningkatan 150.000.000
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
35 | Evaluasi dan Pengawasan 25.730.000
Peraturan Desa
36 | Pembinaan dan Pemberdayaan 346.881.000

BUM Desa dan  Lembaga
Kerjasama Antar Desa

37 | Penyelenggaraan Pemilihan, 111.100.000
Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa

38 | Fasilitasi Pengangkatan dan 30.000.000
Pemberhentian Perangkat Desa

39 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 53.320.000

40 | Fasilitasi Manajemen 87.500.000
Pemerintahan Desa

41 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 100.000.000

42 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas 150.000.000
Anggota BPD

43 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan 93.193.000
Batas Desa
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44

Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala

 27.550.000

Desa
45 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan 200.000.000
Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan
V | PROGRAM 3.524.785.000
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT
DAN HUKUM ADAT
12 | Pemberdayaan 46 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan 364.300.000
Lembaga dan Pendayagunaan Kelembagaan
Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Bidang Posyandu, LPM, Karang Taruna),
Pemberdayaan Desa Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
dan Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat
Tingkat Daerah 47 | Peningkatan Kapasitas 150.000.000
Kabupaten/Kota Kelembagaan Lembaga
serta Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
Masyarakat Hukum (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,
Adat yang Sama Karang Taruna), Lembaga Adat
dalam Daerah Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Kabupaten/Kota Hukum Adat
48 | Fasilitasi Pengembangan Usaha 250.000.000
Ekonomi Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan pendapatan Asli
Desa
49 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 177.405.000
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna
50 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 343.192.000
Royong Masyarakat
51 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK 2.239.888.000

dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
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BAB I1I
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa adalah proses sistematis yang berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Kkegiatan sesuai
dengan indikator Kkinerja sasaran, yang didukung oleh
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk
mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Purwakarta.
Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024,
terdapat 2 sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ;

Dari 2 sasaran strategis tersebut, terdapat 3 indikator Kinerja
untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024. Untuk mengetahui
Kinerja Sasaran Tahun 2024 dari Target Pencapaian, Realisasi,
Kemajuan dan Kendala yang dijumpai dapat
dianalisis/dievaluasi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan
dimasa yang akan datang. Berikut Hasil Capaian Sasaran Tahun

2024 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1
Realisasi Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2024
b o | Indikator ——
Ne|  Tuman/Sasaran | ‘Kineja | Real
1 | Meningkatnya Akuntabilitas | Capaian
Publik dan Kepuasan SAKIP
Masyarakat terhadap .| Perangkat
Penyelenggaraan Daerah
Pemerintahan Daerah
Indeks Baik 100
Kepuasan
Masyarakat
2 | Meningkatnya tertib Indeks Desa Maju 100
administrasi pemerintahan Membangun

dan Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan Desa

1. Capaian Sakip Perangkat Dgerah.
Pada Tahun 2024 hasil nilai Capaian Sakip Perangkat Daerah

dari Inspektorat adalah mendapat kan nilai A (Memuaskan)

dengan komponen penilaian adalah sebagai berikut :

1 Perencanaan Kinerja 30.00 22.5
2 Pengukuran Kinerja 30.00 22.5
3 Pelaporan Kinerja 15.00 12.00
4 Evaluasi  Akuntabilitas 25.00 21.25
Kinerja Internal
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100 81.25
Predikat A -Memuaskan

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Tahun 2024 hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan nilai

88.3025 (B) dan penilaian ini dapat dilihat pada aplikasi yanlik.
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Indeks Pengukuran Nilai Persepsi, nilai Interval, nilai
interval konversi (NIK), nilai mutu pelayanan dan nilai kinerja unit

pelayanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

1 1.00-2.5996 25.00-64.99 D Tidak Baik
2 2.6 - 3.046 65.00-76.60 C Kurang Baik
3 3.0644-3.532 76.61-88.30 B Baik

4 3.5324-4.00 88.31-100.00 A Sangat Baik




Rekapitulasi Hasil Perhitungan SKM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

A |Persyaratan 3,53 88.25 B Baik
g [hstem,mesanlsme 3,51 87.75 B Baik
danprosedur
€ Waktu penyelesaian 3,44 86 B Baik
D Biaya/Tarif 3,86 96.5 A Sangat
Baik
Produk layanan 3,48 87 B Baik
F Kompetensi pelaksana 3,61 90.25 A Sangat
Baik
G Perilaku pelaksana 3,57 89.25 A Sangat
Baik
Penanganan
H Pengaduan,Saran dan 3,79 34.75 A Sangat
Baik
masukan
I Sarana dan prasarana 3,32 83 B Baik

3. Indeks Desa Membangun

Nilai Pencapaian Realisasi Sasaran Meningkatnya tertib
administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan Desa , dengan Indikator Sasaran yaitu Indeks Desa

Membangun, adalah :

Capaian IDM Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Perhitungan Kemendes PDTT
Tahun 2024

STATUS IDM PURWAKARTA

TAHUN 2024
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Data Progres Desa Berdasarkan Kemendes PDTT
(Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa
Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan 2024

1 | Mandii 60 | 3279% | 86 46.99%
2 | Maju 101 | 55.19% | 94 51.37%
3 Berkembang 22 12.02% | 3 1.64%
4 Tertinggal 0 0% 0 0%
5 Sangat Tertinggal 0 0% 0 0%

3.1.1 Perbandingan Target Tahun 2024 dan Realisasi Tahun
2024
Pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
terdapat 2 sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator
Capaian Sakip Perangkat Daerah target Predikat BB dan Indeks
Kepuasan Masyarakat dan target indikatornya adalah Predikat
Baik;

2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan Desa dengan indikator Indeks

Desa Membangun dengan target status Maju.

Hasil capaian sasaran tersebut Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa untuk Capaian Sakip Perangkat Daerah
mendapatkan nilai A capaiannya sebesar 112.5% dan untuk Indeks
Kepuasan Masyarakat adalah Baik dengan nilai 88.3025 (Baik/B)
sehingga capaiannya 100%.

Indikator Indeks Desa Membangun berdasarkan Kemendes PDTT
No. 9 Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta mendapatkan status Maju




dengan nilai Indeks 0.8144.

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024 dan Target 2024

_SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | satuan | TARGET | REALISASH)
1 2 3 4 5 6
1 | Meningkatnya Capaian SAKIP Predikat BB A 1125
Akuntabilitas Publik Perangkat Daerah
dan Kepuasan
Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Indeks Kepuasan Predikat Baik Baik 100
Masyarakat
2 | Meningkatnya tertib | Indeks Desa Point/ Status Maju Maju 100
administrasi Membangun
pemerintahan dan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun
2023

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 untuk
Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas publik dan
kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dengan Indikator Capaian Sakip Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023 dengan
target sebesar BB dan terealisasi A. Dan Tahun 2024 target
capaian sakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BB dan
Capaian Hasil Sasaran untuk Indikator capaian Sakip Perangkat
Daerah untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mendapatkan nilai A hal ini tercantum pada Laporan Hasil

Evaluasi Sakip tahun 2024 oleh Inspektorat. Capaian yang didapat
112,5%




Sasaran meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan
masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dengan indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Dinas
Pemberdayaan tahun 2024 mendapat nilai 88.3025 predikat baik
dengan target baik pada tahun 2024 ini sehingga capaiannya
100%.

Pada tahun 2023 sasaran strategis meningkatnya Pembangunan dan
pemberdayaan desa dengan 2 indikator sasaran yaitu persentase
Masyarakat dalam Pembangunan desa realisasi capaian targetnya 98.8 %
serta Perentase Pembinaan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan capaian realisasi target sebesar 100%. Berbeda
dengan tahun 2024, sasaran strategis tahun 2024 Meningkatnya Tertib
Administrasi Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Desa dengan indikator sasaran Indek Desa Membangun

Predikat Maju Capaiannya 100% pada Tahun 2024.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023 dan Tahun 2024

; Sl 2023 5 co22s
No-i ~Tujuan/ Sesaran | Wimera | g e | Realisas % | rarger | Realisa | %
e B jood ) Capalan TS et | Capatan
1 | Meningkatnya Capaian BB A 1125 BB A 112.5
Akuntabilitas Publik dan| SAKIP
Kepuasan Masyarakat | Perangkat
terhadap Daerah
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Indeks Baik Baik 100
Kepuasan
Masyarakat
2 | Meningkatnya tertib Indeks Desa Maju Maju 100
administrasi Membangun
pemerintahan dan
Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
Desa




3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026

Apabila dibandingkan dengan Rencana Pembangunan
Daerah (Tahun 2026) untuk Pencapaian Sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas publik dan kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Capaian
Sakip Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa pada Tahun 2026 dengan target Predikat BB. Dan Tahun
2024 target capaian sakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa BB dan Capaian Hasil Sasaran untuk Indikator capaian Sakip
Perangkat Daerah untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa mendapatkan nilai A hal ini tercantum pada Laporan Hasil
Evaluasi Sakip tahun 2024 oleh Inspektorat. Capaian yang didapat
112,5%

Sasaran meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan
masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dengan indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Target
Tahun 2026 adalah Predikat Baik. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tahun 2024 mendapat nilai 88.3025
predikat baik dengan target baik pada tahun 2024 ini sehingga

capaiannya 100%.

Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Desa dengan indikator Desa Membangun Predikat Maju Tahun
2026 dan Tahun 2024 realisasi Capaian 100%. Tingkat Kemajuan
Perbandingan tersebut 100%
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Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Tabel 3.4

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun

2024 dengan RPD (2026)

2 3 4 5 6=4/5%100
Meningkatnya Capaian A BB 1125
Akuntabilitas Publik | SAKIP
dan Kepuasan Perangkat
Masyarakat terhadap | Daerah
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Indeks Baik Baik 100
Kepuasan
Masyarakat
2 Meningkatnya tertib | Indeks Desa Maju Maju 100

administrasi Membangun

pemerintahan dan

Partisipasi

Masyarakat dalam

Pembangunan Desa

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar
Nasional
Dari hasil rekapitulasi Desa membangun yang dirilis oleh
Kementerian Desa,
(KDPDTT) Republik Indonesia, diketahui
Kabupaten Purwakarta menduduki peringkat 64 dari 434 Desa
Rata-rata angka Indeks Desa

adalah 0.7034 (rata-rata desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi bahwa

kabupaten/kota se Indonesia.
Membangun secara Nasional
berkembang), rata-rata angka IDM Propinsi Jawa Barat adalah
0.8012. Sedangkan jumlah Desa Mandiri di Indonesia ada 17.207
Desa Mandiri. Angka tersebut sudah jauh melampaui target RPJMN
2024, 5000 desa berstatus mandiri.

Berdasarkan keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 9 Tahun

2024 status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2024, jumlah
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desa di indonesia sebanyak 75.753 desa dengan jumlah desa mandiri
sebanyak 17.207 desa. Jumlah Desa di Propinsi Jawa Barat sebanyak
5.312 desa dan jumlah desa mandiri sebanyak 2.447 Desa. Sehingga
capaian sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan

Nasional dan Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dengan Standar
Nasional dan Provinsi Tahun 2024

el L Angka Indeks | = Berdasarkan Tumlal : o
No | Tingkatan | ~ Desa Kepmendesa ";‘?Mén' dlllresa 3 ::;;;lsg
; © | Membangun | PDTT RINomor 9 .
| | Tahun2024 | |
T 2 3 Z 8 | 6=4/5°100
1 | NASIONAL 0.7034 75.753 17.207 22.71%
2 | PROPINSI JAWA 0.8012 5312 2.447 46.07%
BARAT
3 | KABUPATEN 0.8144 183 86 46.99%
PURWAKARTA

3.1.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi Capaian
Kinerja Tahun 2024
Pengelolaan Sumberdaya yang efektif dan efisien merupakan
salah salah satu kunci kesuksesan dalam pencapaian target kinerja
pada suatu perangkat daerah. Hal ini anggaran dan sumberdaya
manusia memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja setiap

tahunnya.

Salah satu langkah wuntuk mengoptimalkan efektivitas
anggaran adalah dengan perencanaan yang matang dan baik
sebagai dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan
prioritas untuk mencapai target kinerja yang diinginkan.
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Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sudah melakukan efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan

anggaran dan sumberdaya manusia yang optimal dengan

terlihatnya target kinerja yang tercapai pada indikator kinerja

tersebut.

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Tahun 2024
No | Tujuan/ Sasaran ‘| indikator | Target | Realisasi | Capalan [ Analisis - - “Solusiyang
b ol Kiega oo %, | Keberhasilan/Kegagalan | - dilakukan.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Meningkatnya Capaian BB AA 1125 Beberapa faktor yang dapat | ¢ perpaikan tata
Akuntabilitas SAKIP memengaruhi keberhasilan kelola
Publik dan Perangkat capaian nilai SAKIP, antara pemerintahan
Kepuasan Daerah lain: 1. Peraturan ® Peningkatan
Masyarakat Pemerintah Pusat dan s tgb'l‘ta
terhadap Daerah 2. Komunikasi dan ii ntabilitas
Penyelenggaraan Koordinasi Lintas Sektor 3. nerja
Pemerintahan Good Governance
Daerah responsive, dan kesetaraan )
Indeks Baik Baik 100 Analisis IKM dilakukan Lebih sering
Kepuasan dengan melakukan survei mensosialisasikan
Masyarakat kepuasan masyarakat link survei agar
(SKM). SKM merupakan menambah
data dan informasi yang jumlah responden
diperoleh dari hasil dan menalkan
pengukuran secara nilai IKM
kuantitatif dan kualitatif
2 | Meningkatnya Indeks Desa Maju Maju 100 IDM merupakan alat bantu Mensosialisasikan
tertib Membangun untuk mengukur ke desa perihal
administrasi kemandirian desa. IDM IDM  agar idm
pemerintahan dapat digunakan untuk Kabupaten
dan Partisipasi menyusun kebijakan dan meningkat
Masyarakat program pembangunan
dalam desa, serta memantau dan
Pembangunan mengevaluasi kemajuan
Desa pembangunan desa
3.1.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan

Kegiatan dalam Capaian Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
terealisasi Anggaran sebesar 89.15% dari Rp. 20.915.340.176,00
yaitu sebesar Rp18.648.089.283,00




Program yang mendukung sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Capaian
Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat pada
tahun 2024 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Kota. Pada Tahun 2024 realisasi sebesar
Rp9.856.042.992,00 atau 87 % dari anggaran yang dialokasikan
yaitu sebesar Rp11.291.521.261,00.

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya tertib
administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Desa dengan Indikator Indeks Desa Membangun
Berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan

masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah

1. Program Penataan Desa dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 47.675.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp.
60.160.000,00 yaitu sebesar 79%

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 4.224.297.283,00 dari jumlah
anggaran sebesar Rp. 4.264.403.315,00 yaitu sebesar 99%

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 1.397.661.600,00 dari Jjumlah
Anggaran Rp. 1.774.470.600,00 yaitu 79%

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 3.524.785.000,00 dan Realisasi
sebesar Rp. 3.122.412.408,00 yaitu sebesar 89%

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya tertib
administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan Desa dengan Indikator Indeks Desa Membangun.
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Berdasarkan  Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan
masyarakat dan Desa Tahun 2024 keempat Program diatas
sangat mendukung kepada capaian indikator tersebut dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 8.792.046.291,00 dari Jumlah
Anggaran Rp. 9.623.818.915,00 yaitu 91%.

Dalam Pelaksanaan Pencapaian Kinerja pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta,
tentunya tidak terlepas dari pada faktor pendukung dan faktor
yang menghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah
dicapai. Adapun factor pendukung berdasarkan indicator sasaran

adalah sebagai berikut :

No Program Faktor Pendukung | Faktor Menghambat | Penanggung
jawab
1. Meningkatnya Kegiatan yvang | Keterbatasan Sekretariat

Akuntabitas Publik dan | sifatnya rutin telah | anggaran dan belum
Kepuasan Masyarakat | terealisasi, seperti | lengkapnya sarana

terhadap gaji, jasa | dan prasarana
Penyelenggaraan komunikasi ,
Pemerintahan Daerah enyediaan alat

kantor, barang

cetak

penggandaan dan
pemeliharaan

Adanya komitmen
dari pimpinan dan
seluruh  pegawai
untuk
meningkatkan
kualitas pelayanan
sehingga tercapai
pelayanan prima

2. Meningkatnya tertib | Adanya komitmen | Keterbatasan Bidang-
administrasi dari pimpinan dan | anggaran dan belum | bidang
pemerintahan dan | seluruh pegawai | lengkapnya sarana
Partisipasi Masyarakat | untuk dan prasarana
dalam  Pembangunan | meningkatkan
Desa kualitas pelayanan

prima
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Sehubungan dengan adanya

permasalahan /faktor

penghambat yang masih ditemui pada pencapaian kinerja sasaran

strategis program dan kegiatan, langkah yang dilakukan oleh DPMD

dalam rangka mengoptimalkan capaian sasaran strategis adalah

sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sb kegiatan

dengan mempengaruhi cara kerja, misalnya pelaksanaan

intruksi pengawasan serta evaluasi

2. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan yang

mendukung terlaksananya kegiatan lainnya sehingga

adanya kelengkapan dan keterkaitan antar kegiatan yang

memerlukan cross cutting dalam pelaksanaan dan

evaluasinya

3. Tetap dilaksanakan pengawasan yang efektif secara

berjenjang guna niemperlancar proses kegiatan.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2024
_Tujnan/ Sasaran . |- - ndikator Target |- Reaiisas 9% Program Beglatan : fndikator -\ 1% o ] Menunjang/
z 3 4 s [
7 8 9 i
Meningkamya Capaian 8B A 112.5 PROGRAM Capaian Sakip 125 Menunjang
Akuntabitas Publik SAKIP PENUNJANG Perangkat
dan Kepuasan Perangkat URUSAN daerah
Masyarakat Daerah PEMERINTAH
terhadap DAERAH
Penyelenggaraan KABUPATEN/KOTA
Pemerintahan
Daerah
Indeks Baik Baik 100 Indeks 100 Menunjang
Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
Meningkatnya Indeks Desa Maju Maju 100 PROGRAM Cakupan 100 Menunjang
tertib administrasi Memb: PENATAAN DESA Sarana dan
pemerintahan dan Prasarana
Partisipasi Perkantoran
Masyarakat dalam Pemerintah
Pembangunan Desa Desa yang
Baik
PROGRAM Persentase 100 Menunjang
PENINGKATAN Kerjasama
KERJASAMA DESA yang
difasilitast
Persentase 100 Menunjang
Pembangunan
Kawasan
Pedesaan
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PROGRAM Persentase 143.33 Menunjang
ADMINISTRAS! Peningkatan
PEMERINTAHAN Status Desa
DESA Mandiri

Persentase 150 Menunjang
Desa Tertib
Administrasi

Persentase 100 Menunjang
Pembinaan
Bum Desa

Persentase 120 Menunjang
Penertiban
Aset Desa

Persentase 100 Menunjang
Kepala Desa
yang Dibina

Persentase 133 Menunjang
Aparatur Desa
yang dibina

PROGRAM Rata-rata 100 Menunjang
PEMBERDAYAAN Jumlah Binaan
LEMBAGA kelompak
KEMASYARAKATA Binaan

N. LEMBAGA ADAT Lembaga

DAN MASYARAKAT Pemberdayaan
HUKUM ADAT Masyarakat
(LPM)

Rata-rata 100 Mentmnjang
Jumlah
Kelompok
Binaan PKK

Persentase 100 Menunjang
LSM Aksif

Persentase 100 Menunjang
PKK Aktf

Persentase 100 Menunjang
Posyandu
Aktif

Swadaya 100 Menunjang
Masyarakat
Terhadap
Program
Pemberdayaan
Masyarakat

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa pada APBD Perubahan Tahun 2024
mencapai sebesar Rp18.648.089.283,00 atau 89,15 % dari total
anggaran yang dialokasikan yaitu Rp20.915.340.176,00.
Realisasi anggaran untuk program/kegiatan teknis pelaksanaan
Urusan Penunjang Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
mencapai sebesar Rp8.792.046.291,00 atau 91 % dari anggaran
yang dialokasikan sebesar 9.623.818.915,00. Sedangkan Realisasi
untuk Program/Kegiatan Non Teknis atau Program/Kegiatan
Pelaksanaan Kesekretariatan di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purwakarta mencapai sebesar
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Rp9.856.042.992,00 atau 87 % dari anggaran yang dialokasikan
yaitu sebesar Rp11.291.521.261,00.

Pada tahun 2024 ini tercatat hutang kegiatan sebesar Rp.
208.895.990,- hal ini dikarenakan tidak ada kecukupan dana atau
persediaan kas yang tidak memungkinkan terbayar pada tahun
2024 pada kas Pemerintah Daerah. Utang ini terdiri dari utang
belanja rutin jasa Listrik dan internet, tunjangan pegawai bulan

Desember 2024 dan Gaji Pegawai Honorer bulan Desember 2024.

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dalam APBD
Perubahan Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :
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Tabel 3.8

Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024
LAPORAN HASR. CAPAIAN SUB KEGIATAN, KEGIATAN DAN PROGRAM
DINAS PEMBERDAYVAAN MASYARAKAYT DAN DESA
TARUN ANGGARAN 202¢

URUSAN T3 FRIB] S 820585
PEMERINTAHAN
VANB YANG TIOAK
BERKAITAN
213 SE2TINRIB| 8.792.096.291
PEMERINTAHAN :
BIDANG
Capaian Sakip Capalan Sakip Capalan Satip
Paanghat Peanghat Dacvah 1’5’5’;‘. daerab
Tndeks Thdeks Kepuasan s ‘:poasn
Kepuasan Masgarakat Masgarakat
E3 14 PROGRAM x|~ WZSBZLI6T| 35560412552
PENUNJANG
URUSAN
Z B o[z o Prencanasn, WEE| 136504 508  135.061.200
P an, dan
Evaluasi Kinerja
TG IG[2 [0 161 ]  [PenyusunanDokumen  |Capaan SAKP [0 Bak ; Jurriah OOk 100k TOok Merangk alrys Kuaikas L3 LC23 “.08(500] W.044.160] AP0 Kab. Furwakaia |
Perencanaan Perangkat | Perangkat Predat Perencanaan Perangkat Pengelolaan
Daesah Daetah; Indeks Daetah Peiencanaan,
Kepuasan Penganggaran dan
Masyaakat Evaluasi Kinerja
Peranghat Daerah
IGO0 [Z [0 |06] [Kootdnasidan CopaanSAKKE  [EE.Bak: | JumiahLaporan TOGkumen |TOGKuMmen | Meningkatnga KusiRas 0054 13 W0055500] 10,023,000 Kab. Purwakata
PergusunanLaporan Petangkat Predikat Capaian Kineria dan Pengelolaan
Capaian Kinerja dan Daerah: Indeks ikhtisar realisasi kinerjs Perencinaan,
Kehtisar RealisasiKinerja [ Kepuasan SKPD Penganggarandan
SKPOD Masya kit Evatyasi Kinetja
Perangkat Daesah
TGO IZ [0 107 | EvauasiKnena Capman SAKE  |BB: Bk Jomiah Laporan Thokumen |1 okumen eningh.ainga Kualtas (3 (73 TRAETA0] 35 Kb, e
Perangbat Daersh Perangkat Predikat Evaluas: Kinetja Pengelolaan
Daesah; Indeks Perangkat Daetah Petencanaan,
Kepuasan Penganggaian dan
Masyatakat Evaiuasi Kinetjs
Petangh.at Dastah
Z ez [0z Adrinistr a5t Wox| 8.020.252.462] 4.489.283378
|__|Kewangan Perangkat
T T T R[0T Tremebon G o o aw P (e B [rrin g Vg™ 127 T OregTEaR [ewingE g Koviss " L T P
Tunjangan ASN Petangkat Predikat Menetima Gag dan CrangiSulan Pengelolsan
Daerah; Indeks Tunjangan ASN Administrasi Keuangan
Kepuasan Petangh.at Daerah
Masgarakat

Lol ]
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> b 8 {)
() (081 [Koordnast dan Topran SARIP  [BE: Bk, |Jormiah Laporan Tlaporan  |1Laparan Meningkanys Kuaikas 0| 70,500,000 SO0 APBITR. Puwikarts
Pergusunan Lapotan Petangkat Predikat Keuangan Akhir Tahun Pengelolsan
Keuangsn Akhlr Tahun [ Oaeral; indeks SKPUO danLaporan Administrasi Keuangan
SKRD Kepuasan Hasil Koordinasi Petangka Daerah
Masgarakat Pengusunan Laporan
Keuangan Akhi Tabun
SKPD
B [ Administiasi Batang 0% 18,700.000]  14.393.600
|| Milik Davsah pada
] e Konsuias) Topuian SAKE | BB, Dol | Jumish Laporan Tlaporan | TLaporan WMeningkatnga Kuasias 0% 7 T8, 00,000} W, Burwakana
Pengusunan Laporan Perangkat Predikat Rekonsiliasi dan Pengelolaan
Brang Milk Daerah pada [ Doerah: indeks Pengusunan Laporan Administrasi Barang
SKPD Kepuasan Barang Milik Daerah Mitik Daerah
EMlasyatakat Pada SKPD
<3 il Admimistrast 00|  92.500008] 72,911,000
|__|Kepegavaian
w012 08102 'F'L"“'Fa‘kmmm an Capaan SAKE | BB, Bak: | JumlahParet Pakaian [1Paket  |1Pakel Meningkatrgs Kuahtas [ L ; 300; 3. Purwakarta
Dinas Beserta Atribat dan | Perangkat Predkat Dinas baserts Atribut Pengelclasn
Kelengkapaniya Oaerah; indeks Kelengkapan Administrasi
Kepuasan Jumiah an Kepegawaian
Masgarakat Pakasian Dinas beseita Petangk at Daersh
atribut Kelengk apannga
T IO T [ TOR | [Pendichan dan Pelathan [Lapaen SAKIE BB Bak; | Jommlsh Pegawal ZOnang 20rang Meningkainga Kuaktas 0% 00%] ST ST00 T7.3TL000] APBD Kb, Purwakaila
Pegawai Badasaskan Peranghat Predik at Berdasatkan tugas dan Pengeiolaan
Tugas dan Fungsi Daetah;Indeks Fungsigang mengkuti Administras
Kepuasan Pendidikan don Kepegawaian
Masgarakat Pelatihan Peranghat Daerah
R % Administrasi Umum x| 639939195 451 CNI E0T
Pes. »t Daetah
T 101 12 (06101 | %‘m Komponen  |Capaan SAKIP B0, Bak. | Jumish Paket TPakel TPaket Meringh.aings Kuaitss 0% 0%, 50,000,000 K wakana
Instalasi Perangkat Predikat Komponen instakasi Pengelolaan
LigtrikiPonss sngan Oaecah; Indeks Listikipenerangan Administcasi Umnum
Bangunan Kantot Kepuasan bangunan kantor yang Perangkat Daseah
Masyarakat digediskan
T I01 12 061051 |Pengediaan Peiaialan | Capaian SAKIP  |BR: Balk; | Jummidh Poket Pelaistan | 2 Paket ZPaket Feningkatngs Kuaklas W00% W07 0,500,000 ] BHE] Kb, 3
Rumah Tangga Perangkat Prediat FRumah tangga yang Pengelolaan
Daerab; indeks disediakan Adrministrasi Umum
Kepussan Perangkat Daetah
Masgarakat
T I [0 T T [Pengediash Bahan CapaanSAKF  |BB:Bak;  [JumishPaketBahan  [1Paket  |IPaat Meringhaings Rualas (573 0% WLELIB] WAEE0500| APEORab, Pawakaiia |
Logistik Kantor Petangkat Predikat Logistik kantot §ang Pengelolasn
Daerah;indeks disediakan Adrrinistrasi Ushum
Kepussan Perangkat Daetah
 Masgarakat
L __ . . . . ___________ |
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2 3 4 [ 8 9 0 Jil 3
TR [BTOS] [ PenyedaanBarang CowdanSAKP  |BE:Bak:;  [JumahPaetBatang | TPaket Wreringkatnga Kualkas [ W% ; €530 2. Purwakatia
Cetakandan Perangkat Predikat Cetakandan Pengelolaan
Penggandaan Daerah; indeks Penggandaan yang Adrnisteasi Umum
Kepuasan disediskan Pesangkat Dasrah
J‘r Masyarakat
2 WO [06[08]  [Pengelenggmaan Fopat  [Copaan SAKE — [BE Bk Jurviah 1. aporan TCapotan | TLaporen Menngkainga Kualtas 0% 0% AR R TR APBOKE Powikat
Kooidinasi dan Konsultasi] Perangkat Predi at Penyelenggaraan Rapat Pengelolsan
SKPD Oartah; indeks Koordinasi dan Administrasi Urnum
Kepuasan Konsukasi SKPD Petangkat Daerah
Masyarakat
Z o Ie (el Diungan Pelaksanaan | Capmsn SAKIE | BB Dok, Terlakssnanya TOokumen | 1 Dokumen TAetangk aings KuUSRaS [0 (174 3?.m "0 APED Kab, Putwakarta
Sistem Pernerintahan Petangkat Predikat Penatausahasn Arsip Pengelolaan
Berbasis Elektronik Daerah; indeks Administr asi Umum
Kepussan Perangkat Daetsh
Masyarakat
TR 07 Pengadaan Baang WX $35.433.500] S SBaZT
Mtk Dareah
2 [0 [Z [OF[07 )02 [PengadaanKendaraan  |Capaian SAKE  |BB.Bok, | Jumish urd Kendataah 10N TOnK MerangRatngs KUsiRas K3 0% F300,000] 71400,000] AFBDKab Puiwakata
Oinas atau Lapangan Perangkat Predikat Dinas Operasional atau Pengelolasn
Daetah;indeks Lapangan yang ¢i Pengadaan Batang
Kepuasan sediaksn Mk Daerah Perwnjang
Masyarakat Utusan Pemetintsh
Daerah
7|8 OF 07 0% [Pengadasn Mebel CopdanSARP  |BB.Bak:  |Jumieh Paket Miebel  [10RR TUnR FAeningkaings Kuaikas 0% 7% m ¥ TTI000| APBO Kb Puwakata |
Perangkat Predikat yang Disediakan Pengelofaan
Dattah; indeks Pengadaan Baang
Kepuasan Miik Daerah Penunjang|
Masyarakat Urusan Pemerintah
DOaerah
T BFOF[W [Fengadaan Swanaden | CapsanSARE (OB Bak; | Jumkah Uni swinadan [ URK O Unk Wetingkatnys Kuaitas 0% 0% TH.503] 74,508, Purwakana
Prasatana Gedung Kantor | Perengkat Predikat Prasarans Gedung asn
atau Banguan Lainnga Claetah; indeks kantor atau bangunan Pengadaan Barang
Kepuasan {ain yang disediakan Maik Daerah Penunjang
Masyarakat Utusan Pemerintsh
Daecah
L3 OFTO7|T1 [PengadaanSuanadan  |Capaian SAKE  |BE:Bak: | Jemkah Und sarana dan | TURK T Meningk stnya Kuaikas ~TR0% % TRERIS00]  H6538427| APBOKaD Porwakants |
Prasaana Pendukung Perangkat Predik at Prasarana Gedung Pengelotaan
Gedung Kantor atau Datiah; Indeks kantor atau bangunan Pengadaan Batang
BanguanLainnga Kepuasan Lain gang disediakan Miik Oaetah Penunjang
Masyarakat Urusan Pemerintah
Daetah
z 7 |08 Peagediaan Jasa T00% | 4.242.066,108| 3.708.218.325
P Ususan
H T oo Pﬁliﬂ Jasa SR [Capuen SARF BB Bk, Jumiah Lagoran TLaporan | TLaporan Teringkatngs Kuaias Wo% R0 “3.500.600] XY - Puiwakana
Mengurat Petangkat Predikat FPerwediaan Jasa Surat Pengelolasn
Daerah; Indeks Mengorat FPerwediaan Jasa
Kepuasan Penunjang Urusan
Masyarakat Pemetintsh Daeraty

M

LAKIP DPMD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 r-19




2
Cawpsan SARE  |BB.Bak; | Jumiah Lapoian R laporan | 1ZLapotan % R0 5001 TR  Putwakarta
|Komunikasi, Sumber Dayaj Perangkat Predikat Pengediaan.lasa
A dan Listik Ouerah; indeks Komunikasi, Sumber
Kepuasan Daga air dan Listrik Yang Penunjang Urus an
Masgarakat disediakan Pemetintah Daerah
POT 12 [06104] | Pengeciasn dasa Capssn SAKP |88, Bak . | dumish 3poran elaporan |2 Laporan Menngkatngs Rusias 007 0%, 3TI3A68. 04 TR, Kab Purwakaita
Pelayanan Umum Kantor [ Petangkat Predikat Penyediaan Jasa Pengelolaan
Dasrah; indeks Pelayanan Umum kantor Penyediaan Josa
Kepuasan gang disediakan Penunjang Urusan
Masyarakat Pemerintah Daersh
3] Pemeliharaan 8% CH2014. 8] #79.4%6.174
Barang Milit. Daesah
% 163 161 eyedadn Jasa Capaan SARE |58, Baik; | dumish Kendarasn Tl T0ra Meringkatngs KUsRas 005 ~150% T1090.700] B 174| APED Kab. Putwakaita
Pemelihataan, Biaga Perangk. Predikat Perotangan Dinas Rtau Pengeloiaan
Pemefharaan, danPajak | Dasiah indeks Kendaraan Dinas Pemelhataan Barang
Kendaasn Perorangan  |Kepuasan Jabaten yang Dipelihars Milik Dastah Perwnjang
Dinasataus Kendarash Masyarakat dan didagsrkan Pajak thusan Pemerintah
Oinas Jabstan Qaerah
T [ B T T Copuan SAKE>  |CB Bak: | Jumish Mebelyang & |10 UnR ] Merngaings Kualkas 23 [ 3 V0.000,000 Bf APBD Kab. Puwakatta
Petangkat Predikat Pekhata Pengelolaan
DOaerah: indeks Pemethataan Basang
Kepuasan Milik Daetah Penunjang
Masyarakat Urusan Pemetintsh
Daerah
[or 19 59 haraniPehabiasi| Copaan SARP | BB Bk |dumiah edung kanior (10— [TOmR Wieringkaings Kuaes 7 W] ROIBA00|  IE0005.500] APBDKab Puwakarta |
Gedung Kantor dan Petanghat Predikat dan bangunan lainnge Pengelolaan
| Bangunan L ainnys Daerah; indeks yang Pemethataan Batang
Kepuassn dipekhat addirehabiltasi Misik Daerah Penunjang
Masyarakat Urysan Pemerintah
Daersh
5T {2 63110 | [Pemeiharasniiensbiion] Capain SARE |BE Bk s [Rmish soanadom TUm TORR Meningkatrga Kustas W00 00 BOBOO0T|  T.I50.000] EPED Kb, Puiwakaita
Sacana dan Prasatana Perangk.at Pradikat prasaana gedung Pengelolaan
Gedung Kantor ata Daerah; Indeks kantor ataubangunan Pemelinatsan Batang
Bangunan Lainnga Kepuasan lainnya yang Mikk Daersh Penunjang
Masgarakat dipelihar dldrehabilitasi Urusan Pemerintah
Daerah
E13
PROGRAK Cakupan Cakapan Sarans Wx %|Cakupan Satana WK Wox CO. 80680 47,675,008
PENATAAN DESA [Sarana dan dan Prasatana dan Prasatana
Prasaana Perkantoran Perkantoras
Petkantoran Pemerintak Desa Pemetintah Desa
Pemerintah gang Baik gang Baik
Desa gang
Baik
2701 Pes aan W0 60.160,088] 47,675,008
Penataan Desa

M
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Fasias Saranan dan
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wakatla
Prasarana Desa
PenataanDesa
™M
PENINGKATAN
KERJASAMA DESA
T Peiseotase Peisentase ersentase 5%
Kerjasama Kerjasama gang Kerjasama gang
difasilitasi ditasititasi
eisentase sentase Persentase 2%
Pembangunan Pembangunan 3
Kawasan Kavasan Pedesaan Kavasan Pedesaan
Pedesan
Fastitast Keila Sama
Antar Desa
Fashtas: Kenasamma Antat "Jurmlah Dok uimen Hash Ehokumwn | lenngk atngs Kushtas 007 —100,000,000] SETEL000] APBL Kab. Purwakarta
Desa datam F asilitasi P Pengelolaan Fasilitasi
KabupatenKots Kawasan Perdesaan Ket}d Sama Antat Desa
Fasmtasi Ketja Soma Jumizh Dokumven Fasa §Dokumen | Meningk atnya Kuabtas 0% ta
Dengan Pihak Ketige F asiltasi Pembangunan Pengelolaan Fasitasi
dalam KabupateniKota Kawasan Perdesaan Ketja Sama Antar Desa
Faritasi Pembangunan Jormiah Dokurmen Hast ZDckumen | Meningk snge Kuakias 0% % | AFB0 Kab. Purwakaits |
KawasanPerdesaan Fasiitasi Pembangunan Pengelotaan Fasiitasi
Kawasan Perdesaan Kerja Sama Antat Desa
AM
ADMWINISTRAS!
PEMERINTAHAN
DESA
E8X [Peisentase W3, 33 x| Persentase 50|
Peningkatan Status Peningkatan
Desa Mandiri Status Desa
i
“30% [Persentase Desa L34 56X |Peisentase Desa W%
Tertid Administrasi Tertib Administrasi
0% | Peiseatase ~48% TT106% |Persentase (33
Pembinasn Bem Pembinzan Bum
Desa Desa
8% [Persentase £33 120% | Persentase L7373
Penestiban Aset Penertidan Aset
Desa Desa
W [Persemtase Kepala % 00X [Persentase Kepala [1 3
Desa yang Didina Desa gang Dibina
m
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eisentase [Persentase
Aparatur Desa sang Aparatur Desa
dibina gang dibina
BIoe(Z {of Pembinaan don $4%| 1.714.470.500] £ 3K
Pengavasan
Peny 200
Administrasi
Pemerintahan Desa
T [OR[Z |01 1011  [Fasiasi Jumiah CIokumen Thokumen |4 Dokumen | Maninghatrya Kuatas 007 [ m 55,667,000| APBUKab. Purwakana
Peayelenggataan Pengelenggaraan Pengelotaan
Ademinists asi Administrasi Pembinaan dan
Pemetintahan Desa Pemerintahan Desa Pengawasan
Pengelenggaraan
Administasi
Pemesintaban Desa
TR [OTJ0Z|  [Fasitas; Pergusunan Jurmizh Ookumen Hasd | ¢ Dokumen | # Dokumen | Menmngkainys Kusblas 1573 0% 30,000,000] B3 SO00] APEI e Porwakarts |
Produk Hukum Desa Pengusunan Produk Pengelolasn
Hukum Desa Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggdraan
Administrasi
Pemetintahan Desa
BI04 {2 [OT 03| [Fashtasi Penyusunan Jurmiah Dokumen Hasd | 100k T0ok Meningkatnys Kuaitas W 007 TIEE00| F478; Kab Purvakarta
Perencanasn Fasiitasi Penyusunan Pengelclaan
Pembangunan Desa Petencanaan Pembinsan dan
Pembangunsn Desa Pengawasan
Pengelenggaraan
Administ asi
Pemetintshan Desa
108 |2 {01 |04 hFuiﬁ'w Peogeioiaan "JorAah DOK e TOGkumen | 1LoEuten Mermgkatnga Koamas [ 6% BOBOGG00] Wb ASG000] APED Kab. Purwakaita |
Keusngan Dess Pengeiolasn Kevangan Pe
Dese Pemnbinaan dan
Pengawasan
Pangelenggaraan
Adeministrasi
Pemetintahan Desa
BI04 [2 |01 |08 |Pembinasn Penngkatan JuTiah Apatatul BIOtang | 163 Orang Meningkatryas Kuabtas (3 100 1501 WE.700, Kab Purwakaits
Kapasitas Aparatut Pemerintah Desayang Pengelotaan
Pemetintahan Desa Mengikuti Pembinaan Pembinaan dan
Peningkatan Kapasias Pengawasan
Aparatur Pemerintah Penyelenggacaan
Desa Administrasi
Pemerintahan Desa

e e ]
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2 5 8 i
[ 2 JoT 07 Bvakuasi dan Pengawasan Jumiah Dokumen Has eningk stivga Kuaiitas 0% 750, ik  Puwakarta
Peraturan Desa Evalvasi dan Pengelolaan
Pengawasan Peraturan Pembinasn dan
Desa Pengawasan
Pengelenggaraan
Administrasi
Pemetintahan Desa
I [2 [T (08| [Pembinaan dan Jarmish Dokomen HasH | 4 Dok i Bok Meningk st Kuaka$ 0% 0% 346 340, Kab. Purwakarta
Pemberdagaan BUM Pembinaan dan Pengelclasn
DeszadanLembaga Pemberdagaan BUM Pembinaan dan
Kerjasama Antar Desa Desa danLembaga Pengawasan
Kerja Sama Antar Desa Penyelenggaaan
Administrasi
Pemetintahan Desa
T I04[Z JOT (03] |Pengeienggman JomishLaporan st |2Lapotan | 2Lapoian Maningh sngs Kuskias 73 L3 W0000] 100,005,000 | APBI Kb, Powakaia
Pamitihan, Pengangk atan Pengelonggarasn Pengelolaan
dan Pemberhentian Pemihan, Pembinaan dan
KepalaDesa Pengangkatan dan Pengawasan
Permbethentian Kepala Pemgelenggaraan
Dess Administeasi
Pemerintahan Desa
T I04 [2 |01 [08] [Fasiasi Pengangkatan Jumiah Laporan ZLapotan  |2Laporan Meringh.atnga KualRas % W07, 30.000.000] T402.500] APBO Kab. Putwakarts |
dan Pembethentian Penganghatan dan Pengelolaan
Perangkat Desa Pemberhentian Pembinaan dan
Peranghat Desa Pengawasan
Pengelenggataan
Adeministrasi
Pemetintahan Dess
[ Tl Fasttas: Pergusunan Jumiah Dokumen Profi | TDokumen |1 Dokumen Merngk atnga Kuaitas 0% 07| $3.320,0001 T5 002,000 AP Kab. Puiwakarts
Prof Dess Desa Pengelolaan
Pembinaan dan
Pengawasan
Pengelenggaraan
Administrasi
Pemetintahan Desa
N PR G A Fasitasi Manajemen Jumiah ok Hasi | 100k T0oK Mieningh ativga Kuaitas W07, 00/ 57,560,000 W, Kab. Puvakata
Femerictahan Desa Fasiitasi Manajemen Pengetolasn
Pemerintshan Desa Pembinaan dan
Pengawasan
Pengelenggataan
Administrasi
Pemerintahan Desa
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] 2 3 [3 9 [1] #
Z B TS Fasmasi Fengeiolaan Jomiah Dok TBok Thok [Fheningk atngs Kuaktas 00 2
Aset Desa Pengelotaan Aset Desa Pengelolaan
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Administsasi
Pemerintahan Desa
2 (B IO0[Z (61 |16 | [Pembinaan Feninghaten Jumish Anggota BPD | 183 Orang | 13 Drang TAeringkatngs Kuahtas R0% 7 TE0000000] — W0.500,000| APBDKab, Purwakarts |
Kapasitas Anggots BPD yang Mengikuti Pengelolaan
Pembinasn Peningkatan Pembinaan dan
Kapasias Peangivasan
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemetinahan Desa —W'}
7 [B[04]2 [o1 [ Fastitasi Penelapan dan Jummiah Desa yang 8 0esa  [850e%a Meningkatnye Kuaiitas % [ ERXERT 2.543,&01 APBDKab. Purvararta
Penegasan Batas Oesa Oifasiitasi dalam Pengelolaan
Penstapan dan Pembinaan dan
Penegasen Batas Desa Pengawasan
Penyelenggarasn
Administiagi
Pemesintahan Desa
Z Bz (01 1% Fasitasi Fembinaan Jumiah Laporan Hasi | 1Lapotan | ILapotan Meningkatnga Ruahtas A 00| ZV 355000 27555 500 APBD K3b, Fuwakarta
Laporan Kepats Desa Pembinasn Laporan Pengelotaan
KepalaDesa Pembinaan dan
Pengawasan
Peryelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan Desa
3 E3 e R CT Fashitasi Evaluasi Jumiah DokumenHasil |20ckumen |2 Dokumen | Mehingkathgs Kusktas 7 067 000,000 IR  Purwakarta
Perk Desa Evaluasi Petkembangan Pengelolasn
Sertalombas Desadan Desa sertalomba Desa Pembinaan dan
Kehurahan Pengavasan
Penyslenggataan
Administrasi
Pamerintahan Desa
F3 [5 PRUGHAM ISA TG SI2AEAE
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATA
N, LEMBAGA ADAT
DAM MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Rataata 1905 |Rata-rata Jumiah 73 0% [Rata-1aia Juniah W0o% %
Jumiah Binasn Binaan kelompok Binaan kelompok
ketompok Binaan Lembaga Binasn Lembaga
Binsan Pemberdagaan Pemberdagaan
Lembaga Masgarakat (LPM) Masgarakat (LPM)
Pembetdagaan
Massarakat
LPM)

M
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i .&mé

Jumiah Kelompok Binsan Kelompok Binsan
Ketompok PKK PKK
Peisentase T00% | Persentase LSM [ 113 100% [ Persentase LSM 0% Wox
LSM Aktif Aktif Akeif
Peisentase 0% |Persentase PKK “180% [Peiseatase PRK Wox 0%
PKK Aktif Akeif Akuif
Persentase T00% | Persentase W00 W0x | Persentase % 00%
Posyande Posgandu Aktif Posgandu Akeif
Swadaya TX | Swadaga ~ 100% | Swadaga 573 W0x
Masgarakat Masgarakat Masgarakat
Terhadap Terhadap Program Tethadap Program
Program Pemberdagaan Pemberdagaan
Pemberdagaan Masgarakat Masgarakat
R Pemberdagaan 0% | 3.82%,785,000 ]
L ]
Kemasyarakatan
yang Bergerak &
Bidang
Pemberdagsan Desa
dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah
KabupateniKota
serta Pembesdayaan
Ysmas Penataan, Jumiah Dok Hesd Menmgkatnys Kusitas W07 0% Wmmvakuta
Pemberdayaan dan Penataan, Pengelolaan
Pendagagunaan Pemberdagaan dan Pemberdayaan
Kelembagaan Lembags Pendayagunaan Lembaga
Kemasyarakatan Kelémbagaan Lembaga Kemasyarakatan yang
OesaKelwrahan (RT, Ry, Kemasyarakatan Beigerak di Bidang
PKK, Posyandu, LPM, Desatetur shan Pemberdagasn Desa
Karang Taruna), Lembaga {RTRTRW.PKK Posya dan Lembags Adat
Adat Desalkeluratian dan ndulPM danKarang Tingkat Daerah
Masyasak at Hukum Adat Taruna), Lembaga Adat Kabupaten/Kota serta
DesaKelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum
Adat Adat yang Sama dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
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T T T2 [OTT03] | Peringhatan Kapssas 2 Prwakafia
Kelembagasn Lembaga Kemasyatakatan
Kemasyarakatan Desaliekashan Pemberdsyaan
DesafKehwahan (RT,Rw, [RTRW.PKK Posyandy, Lembage
PKK, Posyandu, LPM, LP#, dan Karang Kemnasyarakatan yang
Katang Taruna), Lembaga Taruna) Lembaga Adat Betgerak ¢i Bidang
AdRr DesadKelurashan dan DesatKelwrahan dan Pembetdayasn Desa
Masyatakat Hukum Adat Masyacak at Hukum dan Lembaga Adat
Adat yang ditinghatkan Tingkat Daetah
Kapashasnya KabupateniKota serta
Pemberdayaan
Masgarakat Hukum
Adatgang Sama dalam
Daersh
KabupateniKota
P30 E<B o] PR G 355 P angembangan Jumish Dokumen Hasi [1Dokumen | TDokumen | Misningkalngd Kuaitas [ (73 050000 718 621000) APBD Kab. Purwakaits |
Usaha Ekonomi Fashitasi Pengeiclaan
Masyarakat dan Pengembangsn Usaha Pembetdayaan
Pemaerintah Desa datam Ekonomi Masyarakat Lembraga
FAeningk stk an dan Pemerintsh Dess Kemasyarakatan yang
pendapatan Ashi Desa datam Meningk.atkan Betg i Bidang
Pendapatan ashi Desa Pemberdagaan Desa
dan Lembaga Adat
Tingkat Daersh
Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang Sama dalam
Caerah
KabupateniKota
Z |13 P82 [0 |B | [Fasiitasi Pemerivan Jumizh LaporanHasd  |TLaporan | TLaporan Memingkatnga Kusias % 100% TGS 000] 139, 745,320| APBO Kab. Puiwakaiia
Desa dadam Pemanfaatan Fasilitasi Pemetintah Pengelolaan
Teknologi Tepat Guna Desa datam Pembetdagaan
Pemanfaatan Teknologi Lembags
Tepat Guna Kemasyarakatan yang
Bergerak & Bidang
Pemberdagasn Desa
danLembaga Adat
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta
Pemberdagaan
Masyarak at Hukum
Adat yang Sama daiam
Daerah
Kabupaten/Kota
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Masgarakat

Jumiah laporan Hasil
Fasilitasi Bulan Bhakti

Gotong Royong
Masyarakat

Menngkatga Kuaktas
Pengelolaan
Pemberdeyaan
Lembaga

Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdagaan Desa
dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah
KabupateniKota serta
Pemberdayaan
Mazyarakat Hukum
Adat gang Sama dalam
Daetah
Kabupateniota

Fasitas: Tim Penggerak
PKK dalam
Peryeienggaraan Gerakan
Pemberdayaan
Masgarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

Jumish Dokumen Hasd
Fasditas) Tim
Penggerak PKK dalam
Pengelenggaraan
Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejalteraan Ketuarga

Pemngk atnyga Kualitas
P asn

Pembeidayain
Lembaga
Kemasgarakaton yang
Bergerak di Bidang
Pemberdagaan Desa
danlembaga Adat
Tinghkat Daetah
KabupatenKota senta
Pemberdayaan
Masyarakat Hukumy
Adat gang Sama dalam
Oaerah
KabupatensKota

1007

22

Kab.

ab.

wak 3ty

wakuts

Rilai Capaian DPMD
Tahun 2024

93.375%
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3.2.1 Mengukur Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kementerian
Negara lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan
membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu
anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran
keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran
dengan capaian keluaran.

Rumus mengukur tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya

E = ¥nig (PAKi x Cki) - RAKi)) x 100%

Y (PAKi x CKi)

1. Indikator Capaian Sakip Perangkat Daerah

E=((11.291.521.261x112.5)-9.856.042.992))X 100%

(11.291.521.261 x 112.5)

=99.22%

2. Indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

11.291.521.2 00)-9.856.042.992)) x 100%
(11.291.521.261 x 100)

=99.12%

3. Indikator Capaian Indeks Membangun (IDM)

E= ((9.623.818.915 x 100)-8.792.046.291)) x 100%
(9.623.818.915 x 100)

=99.08%

O S S
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Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

Na Tujuan/ Sasaran ‘Indtkatar Capalan Kinerja Anggaran
: . : Target | Realisast % . Anggaran {Rp) Realisast (Rp) % |- Tingkat
, o T L capaten | | Copaten | givens |
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya Capalan BB A 1125 11.291.521.261 9.856.042.992 87% 99.22
Akuntabilitas Publik SAKIP
dan Kepuasan Perangkat
Masyarakat terhadap | Daerah
Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Indeks Balk Batk 100 11.291.521.261 9.856.042.992 87% 99.12
Kepuasan
Masyarakat
2 Meningkatnya tertib Indeks Desa Maju Maju 100 9.623.818.915 8.792.046.291 91% 99.08

administrasi Membangun

pemerintahan dan

Partisipas!

Masyarakat dalam

Pembangunan Desa
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BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah bahwa salah satu azas dalam
penerapan tata kepemerintahan yang baik, setiap Pemerintah
Daerah harus membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan
pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada
suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta dibuat atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan
dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi selama
Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja
Pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, bahwa hampir semua telah
mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara dari aspek realisasi
penyerapan anggaran pada Tahun 2024 mencapai sebesar 89.15 %
(Termasuk Belanja Non Teknis/Pelaksanaan Kesekretariatan
DPMD). Adapun sasaran-sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pembangunan Desa ;
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Timbulnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi
selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 harus
mendapat perhatian yang serius dan hendaknya digunakan
sebagai motivasi bagi seluruh jajaran aparatur Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
Permasalahan dan hambatan yangharus mendapat perhatian

diantaranya adalah :

1. Kurang semangatnya Kepala Desa dalam membentuk Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) karena masih rendahnya kapasitas
Kepala Desa dan Masyarakatnya, hal ini memunculkan tidak
paham akan pentingnya keberadaan BUMDes.

2. Masih Rendahnya kapasitas dan kepedulian masyarakat
sehingga dalam melakukan kegiatan kesulitan mencari kader
baru.

3. Pengelolaan Tata Pemerintahan Desa belum optimal hal ini
ditandai masih adanya Desa yang belum melaksanakan
pedoman teknis peraturan desa, pengelolaan keuangan desa,

pembentukan peraturan desa.

Langkah-langkah  yang akan  diupayakan dalam

pemberdayaan masyarakat dan desa kedepan adalah :

1. Meningkatkan jumlah usaha ekonomi masyarakat khususnya
BUMDes dengan terus diadakan pembinaan yang lebih intensif
dan berkelanjutan. ’

2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan
memanfaatkan potensi desa/sumber daya alam.

3. Memfasilitasi Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM,
RT-RW, TP-PKK, Posyandu) agar aktif berperan serta dalam

pemberdayaan masyarakat.
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4. Meningkatkan jumlah kader pemberdayaan masyarakat
sebagai tenaga fasilitator dan motivator pemberdayaan
masyarakat.

5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam
pengelolaan tata pemerintahan desa dan pengelolaan

keuangan desa

Pentingnya komitmen dan dukungan semua pihak untuk
pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan desa.
Sinkronisasi perencanaan dan anggaran menjadi bagian penting
dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat
capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari
dukungan perencanaan dan penganggaran yang sesuai dan

akuntabel

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten ini diharapkan dapat lebih
meningkatan kinerja dan pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta di masa yang akan
datang sehingga dapat memberi manfaat yang luas kepada

masyarakat maupun kepada pihak yang berkepentingan.

Purwakarta, |§ Februari 2025

Plt. KEPALA
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